PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR A TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI PACITAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota serta
ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu meninjau kembali
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 dan § Tahun 2003;
bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada hunuf a diatas,
maka perlu menetapkan kembali Organisasi Lembaga Teknis
Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

Undang-imdang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja; ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; ,



Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten / Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII

KABUPATEN PACITAN
DAN
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAII KABUPATEN PACITAN TENTANG

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAII KABUPATEN
PACITAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a.

e Ae o

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang
terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan; -
Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; '
Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pacitan;

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan;

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Pacitan;

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewcnang dan hak seorang Pegawai Negeri Slpll
dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri..



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pacitan, terdiri dari :

PR FTITER M A0 o

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;,
Badan Kepegawaian Daerah;

Inspektorat

Rumah Sakit Umum Daerah

Kantor Pendidikan dan Pelatihan;

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kantor Lingkungan Hidup;

Kantor Ketahanan Pangan;

. Kantor Pelayanan Perizinan;

Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dan Penanaman Modal

Paragraf. I
Susunan Organisasi -

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penanaman Modal, terdiri dan
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Ekonomi, membawahi :
1) Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industn,
Perdagangan dan Pariwisata;
2) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan.
d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Ketja; -
2) Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial.
e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
1) Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan Energi Sumber
Daya Mineral;
2) Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan ngkungan
Hidup.



f. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
1) Sub Bidang Promosi dan Informasi;
2) Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan dan
penanaman modal Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala
Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang perencanaan pembangunan dan penanaman
modal;

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan
penanaman modal;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan
penanaman modal;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembangunan dan penanaman modal; _

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana ayat (2) dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal §

(I) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : 5
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Kesatuan Bangsa, membawabhi :
1) Sub Bidang Hak Azasi Manusia, Pembauran dan
Ketahanan Bangsa; '
2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan,



d. Bidang Sosial Politik, membawahi :
1) Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Leglslatlf
2) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat, Organisasi
Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi ;
1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
f. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I1 Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 6

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan

- Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlmdungan
masyarakat ;

(3) Badan Kesatuan Bangsa, Polilik dan Perlindungan Masyarakat
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemenntahan
daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat ;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan -
Perlindungan Masyarakat sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan
Statistik, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;



3) Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah, membawahi :
1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
2) Sub Bidang Keuangan Daerah.
d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
1) Sub Bidang Perekonomian;
2) Sub Bidang - Pembangunan, Lingkungan Hidup dan
Teknologi Tepat Guna.
e. Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, membawahi :
1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Kemasyarakatan;
2) Sub Bidang Sosial Budaya,
f. Bidang statistik, membawahi :
1) Sub Bidang Pendataan dan Dokumentasi;
2) Sub Bidang Neraca Wilayah dan Analisa.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerabh ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik merupakan unsur
pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan,
yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dlbldang

Penelitian, Pengembangan dan Statistik;

(3) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempunyai fungsi ;

a. Perumusan  kebijakan  teknis  dibidang  Penelitian,
Pengembangan dan Statistik;

b. Penyelenggaraan wurusan Penelitian, Pengembangan dan
Statistik serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penelitian,
Pengembangan dan Statistik; '

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan
Statistik sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati,

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, terdiri dari :
a. Kepala Badan;



b. Sekretariat, inembawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
1) Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pedesaan;
2) Sub Bidang Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi
Lingkungan .
d. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat,
membawabhi :
1) Sub Bidang Sosial dan Budaya;
2) Sub Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi
Masyarakat.
e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
1) Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan;
2) Sub Bidang Keuangan dan Aset Desa dan Kelurahan.
f. Bidang Kelembagaan, membawahi :
1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan;
2) Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran v
Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa;

(3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa; :

b. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa serta pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya; _

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati,



Bagian Kelima
Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf ]
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Advokasi dan Pengembangan Institusi, membawahi ;
1) Sub Bidang Advokasi, Komunikast, Informasi dan Edukasi;
2) Sub Bidang Pengembangan Institusi.
d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Hak-
Hak Reproduksi.
e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
2) Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dan
Kualitas Lingkungan Keluarga.
f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender;
2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan
Perempuan dan Anak.
g. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengembangan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Nama-nama UPT sebagaimana dimaksud ayat (I) huruf g, diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Daerah ini; '

Paragraf2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

(1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan

. Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

(2) Badan Kcluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan;

(3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempunyai fungsi :




a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan;

b. Penyelenggaraan  urusan  Keluarga  Berencana  dan
Pemberdayaan Perempuan serta pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagiari Keenam
Badan Kepegawaian Daerah

Paragrafil
Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Administrasi dan Pengembangan, membawabhi :
1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan .
d. Bidang Mutasi, membawahi :
1) Sub Bidang Fungsional,
2) Sub Bidang Struktural.
e. Bidang Pengelolaan Data, membawahi :
1) Sub Bidang Analisa Data;
2) Sub Bidang Dokumentasi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;

Paragrafi2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin
oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; :

(2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian;

(3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;

b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawa1an;



d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

: ‘ (4) Uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana
' ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Inspektorat

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

a.
b.

g

Inspektur;

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

3) Sub Bagian Keuangan.

Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :

1) Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Pertanahan; '

2) Seksi Pengawasan Kependudukan, Kesatuan Bangsa dan
Politik;

3) Seksi pengawasan aparatur dan ketertiban umum.

Inspektur Pembantu Pembangunan, membawabhi :

1) Seksi Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Sumber
Daya Alam;

2) Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;

3) Seksi Pengawasan Pembangunan Desa dan Kelurahan,

Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi, membawahi :

1) Seksi Pengawasan Pariwisata, Perekonomian dan
Penanaman Modal;

2) Seksi Pengawasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial;

3) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keluarga Berencana;

Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset, membawahi :

1) Seksi Pengawasan Pendapatan;

2) Seksi Pengawasan Keuangan;

3) Seksi Pengawasan Aset dan Perusahaan Daerah;

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

Paragraf2 -
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Inspektur
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung
kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah;

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

@



(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
¢. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan,

(4) Uraian tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana ayat (2) dan

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3} Sub Bagian Advokasi.
¢. Bidang Pelayanan, membawahi :
1} Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang;
2) Seksi Pelayanan Keperawatan.
d. Bidang Pengembangan, membawahi ;
1) Seksi Sumber Daya Rumah Sakit;
2) Seksi Infonnasi dan Pengaduan.
e. Bidang Keuangan, membawahi :
1} Seksi Anggaran;
2) Seksi Akuntansi dan Verifikasi,
f Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas POKOK dan Fungsi

Pasal 18

(1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan  pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang
dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan
pengobatan di Rumah Sakit,
(3) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pengobatan di
Rumah Sakit;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dibidang pelayanan pengobatan di rumah sakit ;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
pengobatan di Rumah Sakit;



d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah

sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati. _

Bagian Kesembilan
Kantor Pendidikan Dan Pelatihan

Paragrafil
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
Kepala Kantor;
Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Pendidikan, Pelatihan Struktural dan Fungsional;
Seksi Pelatihan Teknis;
Seksi Analisa dan Evaluasi;
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagalmana
' tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
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Paragrafi2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

(1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin
oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan
pelatihan;

(3) Kantor Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi ;

a, Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan
pelatihan;

b. Penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan serta
pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan
pelatihan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

(4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Pendidikan dan Pelatihan

sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.



Bagian Kesepuluh
Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 21

" (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
¢. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
d. Seksi Perpustakaan;
e. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah inj;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

(1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur
pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan,
yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
(3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi; '

b. Penyelenggaraan urusan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Kantor Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
¢. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;



d. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan;
e. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hldup sebagalmana
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

(1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang
dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan
hidup;

(3) Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;

b. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup serta pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya; '

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan
hidup;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana
ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.-

Bagian Keduabelas
Kantor Ketahanan Pangan -

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
¢. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
d. Seksi Penganekaragaman Pangan;
e. Seksi Kewaspadaan Pangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini;



Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

(1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin
oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah;

(2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas mclaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan
pangan;

(3) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;

b. Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan serta pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya. '

(4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana
ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Kantor Pelayanan Perizinan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Kantor Pclayanan Perizinan, terdiri dari:
a. KepalaKantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
¢. Seksi Informasi dan Pendaftaran;
d. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan;
e. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

(1) Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin
oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pelayanan
Perizinan;

(3) Kantor Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan; -
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b. Penyelenggaraan urusan Pelayanan Perizinan serta pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan '
Perizinan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana
ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
~ Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf |
Susunan Organisasi

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

Kepala Satuan;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;

Seksi Pembinaan Operasional dan Pengawasan;

Seksi Penyidikan dan Penindakan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini;
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Paragraf2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin
oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman,
ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah;

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban
dan penegakkan peraturan daerah;

b. Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban dan
penegakkan peraturan daerah serta pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketemraman
ketertiban dan penegakkan peraturan daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana

ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.




BABIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 31

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis
operasional Badan; _

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang badan
yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Keeamatan,

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32,
Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan tugas badan sesuai bidang operasional,

b) pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional,

BABYV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas lembaga teknis daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada
ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fimgsinya, Kepala Badan,
Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang,
Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan
masing-masing dan bila tetjadi penyimpangan agar mengambil
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langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan; '

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(8) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu,

BAB VII
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 36
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pclaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten

" Pacitan Nomor 4 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Pacitan Nomor 5 Tahun 2003 beserta peraturan pclaksanaannya
dinyatakan dicabut dan tldak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Peraturan Daerah ini raulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 1o -12 -~ 2007

BUPATI PACITAN
R
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR-| TAHUN 2007

TENTANG
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN
UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan
koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk
inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas
kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah
yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dasar utama penyusunan lembaga teknis daerah dalam bentuk suatu
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, _'

Dalam pembentukan lembaga teknis daerah ini terdiri dari urusan
pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan dan kekhasan,
vang dapat dlkembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini
dimaksudkan untuk efislensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya
optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat proses
peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan lembaga teknis daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah
nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan
dengan prinsip efisien, efektif; dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi
kelembagaan antara pusat dan daerah.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada badan menjadi Sekretariat
dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur stafidalam rangka koordinasi
penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas
pelayanan administratif.

Selain itu, eselon kepala bidang pada badan diturunkan yang semula eselon
I1l.a menjadi eselon Ill.b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir,
efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku
jabatan eselon Ill.a, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kepada yang
bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam
jabatan struktural eselon 1ll.a, walaupun organisasinya menjadi esclon Ill.b, dan jabatan
eselon Ill.b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosik
memangku jabatan. :

Pengertian pertanggungjawaban kepala lembaga teknis melalui sekretaris
daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
lembaga teknis daerah.



1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 .
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dilakukan oleh
Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri dan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pendayagunaan aparatur negara.
Ayat (2) Cukup jelas,
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
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Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

**********000**********
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STRUKTUR ORGANISAS| BADAN PERENCANAAN LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL NOMOR : 21 TAHUN 2007
KABUPATEN PACITAN TANGGAL : 10 - 12 - 2007
KEPALA BADAN
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL :
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN
PELAPORAN
| 1 1 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA FISIK DAN PRASARANA PENANAMAN MODAL
SUE BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
KOPERASI, USAHA KECIL PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PERHUBUNGAN, PENGAIRAN PROMOS! DAN INFORMAS!
MENENGAH, INDUSTR!, DAN TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA
PERDAGANGAN DAN MINERAL

PARWISATA

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

PERTANIAN DAN KELAUTAN PEMER(NTAHAN, KESEHATAN PERMUKIMAN, TATA RUANG PENGEMBANGAN DAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP PENGENDALIAN

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

H. SUJONO



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN LAMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN €«
BANGSA, POUTIK DAN PERLINDUNGAN T ' - T - NOMOR r 21 TAHUN 2007 - "
MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TANGGAL : 10 - 12 -"2007
KEPALA BADAN
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT ]
1 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN
PELAPORAN
C
BIDANG BIDANG BIDANG
KESATUAN BANGSA SOSIAL PCLITIK PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
HAK AZASI MANUSIA, PEMBAURAN HUBUNGAN PARTAI POLITIK, KESIAGAAN DAN
DAN KETAHANAN BANGSA PEMILU DAN LEGISLATIF PENANGGULANGAN BENCANA
SUB DIDANG  UBUNGAN oﬁfﬁmv . SUB BIDANG
IDEOLOGI DAN WAWASAN ARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA
KEBANGSAAN om%msmﬁo‘:%;mm MANUSIA
UPT
PEMADAM KEBRAKARAN

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

H. SUJONO



‘® @

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN, ' LAMPIRAN Ill : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN “_-'-
PENGEMBANGAN DAN STATISTIK T : NOMOR : 21 TAHUN 2007 .-
KABUPATEN PACITAN ' _ TANGGAL : 10 - 12 - 2007
KEPALA BADAN
JABATAN : SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
[ 1
SUB BAGIAN - SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN
PELAPORAN L
[ | | ]
BIDANG BIDANG - BIDANG BIDANG
PEMERINTAHAN DAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA DAN STATISTIK
KEUANGAN DAERAH PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN
'sua BIDANG . SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN KESATUAN BANGSA DAN PENDATAAN DAN
APARATUR KEMASYARAKATAN DOKUMENTASI
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
KEUANGAN DAERAH PEMBANGUNAN, LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA NERACA WILAYAH DAN
HIDUP DAN TEKNOLOGI TEPAT ANALISA
GUNA

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

H. SUJONO
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN , LAMPIRAN IV :
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA : NOMOR : 21 TAHUN 2007
KABUPATEN PACITAN . . TANGGAL : 10 - 12 - 2007 -,
KEPALA BADAN
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPE GAWAIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN
PELAPORAN
1 1 | 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT USAHA EKONOMI KELURAHAN
MASYARAKAT
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGEMBANGAN SARANA SOSIAL DAN BUDAYA PEMBERDAYAAN . PENGUATAN
DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN
PEDESAAN KELURAHAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAN ASET PERAN SERTA
KONSERVAS! DAN USAHA EKONOM) DESA DAN KELURAHAN MASYARAKAT
REHABILITASI LINGKUNGAN MASYARAKAT
BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

H. SUJONO



STRUKTUR ORGANISASI BADAN _ LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
" KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NOMOR : 21 TAHUN 2007 N
KABUPATEN PACITAN TANGGAL : 10 - 12 . 2007

KEPALA BADAN

JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
1 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM OAN KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN
PELAPORAN
B | - | I 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
ADYOKASI DAN KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA PEMBERDAYAAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI . PEREMPUAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
|| ADVOKASI, KOMUNIKASI, ||  PELAYANAN KELUARGA | _| PEMBERDAYAAN EKONOMI - KELEMBAGAAN
INFORMASI DAN EDUKASI BERENCANA KELUARGA PENGARUSUTAMAAN GENDER
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGEMBANGAN INSTITUSI |__|PENINGKATAN PARTISIPASI DAN || PENGEMBANGAN KETAHANAN |_|PENINGKATAN KUALITAS HIDUP,
PERLINDUNGAN HAK-HAK KELUARGA DAN KUALITAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
REPRODUKS) LINGKUNGAN KELUARGA DAN ANAK
UPT
PELAYANAN
PENGEMBANGAN

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd
H. SUJONO



STRUKTUR ORGANISAS| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
KABUPATEN PACITAN NOMOR : 21 TAHUN 2007
: TANGGAL : 10 - 12 - 2007
KEPALA BADAN
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
[ ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN
PELAPORAN
I |
BIDANG BIDANG BIDANG
ADMINISTRASI DAN MUTASI PENGELOLAAN DATA
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGADAAN DAN FUNGSIONAL ANALISA DATA
PEMBERHENTIAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMBINAAN OAN STRUKTURAL DOKUMENTASI
PENGEMBANGAN

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

H. SUJONO

-
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STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT o - LAMPIRAN VIl : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
KABUPATEN PACITAN : ' NOMOR : 21 TAHUN 2007 «
TANGGAL : 10 - 12 - 2007

INSPEKTUR

JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT

[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN
UMUM OAN KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUAS! DAN KEUANGAN
PELAPORAN
I I I 1
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI KEUANGAN DAN ASET
APARATUR
SEKSI PENGAWASAN SEKSI PENGAWASAN - SEKSI PENGAWASAN SEKSI PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DAN PERENCANAAN PARIWISATA, PENDAPATAN
PERTANAHAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN DAN
SUMRER DAYA AL AM PENANAMAN MDDAIL
SEKSI PENGAWASAN SEKS| PENGAWASAN SEKSI PENGAWASAN SEKSI PENGAWASAN
KEPENDUDUKAN, KESATUAN PEKERJAAN UMUM DAN PENDIDIKAN DAN KEUANGAN
BANGSA DAN POLITIK PERHUBUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKS| PENGAWASAN SEKSI PENGAWASAN SEKS| PENGAWASAN SEKSI PENGAWASAN
APARATUR DAN KETERTIBAN PEMBANGUNAN DESA DAN KESEHATAN DAN KELUARGA ASET DAN PERUSAHAAN
UMUM KELURAHAN BERENCANA DAERAH

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

H. SUJONO



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMPIRAN VIl : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN PACITAN NOMOR : TAHUN 2007
TANGGAL : - 12 - 2007
DIREKTUR
JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN
TATA USAHA
C 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PROGRAM, EVALUASI ADVOKAS]
KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN
[ 1
BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN - PENGEMBANGAN KEUANGAN
SEKSI . - SEKSI SEKSI
PELAYANAN MEDIS DAN SUMBER DAYA RUMAH ANGGARAN
PENUNJANG SAKIT
SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN INFORMASI DAN AKUNTANSI DAN
KEPERAWATAN PENGADUAN VERIFIKASI

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

+
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STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
' KABUPATEN PACITAN NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 . 2007
KEPALA KANTOR
JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
H 1
SEKSI SEKSI SEKSI
PENDIDIKAN PELATIHAN TEKNIS ANALISA DAN
PELATIHAN EVALUASI
STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd
H. SUJONO



(. _ . .

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN ' NOMOR : 21 TAHUN 2007
PACITAN TANGGAL : 10 - 12 - 2007
KEPALA KANTOR
JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
1 1
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBINAAN DAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN
PENGEMBANGAN DOKUMENTASI

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd
H. SUJONO
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STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 21 TAHUN 2007
KABUPATEN PACITAN TANGGAL : 10 - 12 - 2007
KEPALA KANTOR
JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
1 i
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMULIHAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN
KUALITAS KAPASITAS EVALUASI
LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd
H. SUJONO .
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STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XIl : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN S
KANTOR KETAHANAN PANGAN NOMOR : 21 TAHUN 2007 $
KABUPATEN PACITAN TANGGAL : 10 - 12 - 2007
KEPALA KANTOR
JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
1 |
SEKSI SEKSI SEKSI
KETERSEDIAAN DAN PENGANEKARAGAMAN KEWASPADAAN
DISTRIBUSI PANGAN PANGAN ' PANGAN

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

H. SUJONO
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STRUKTUR ORGANISASI | ~ LAMPIRAN XIll : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN \ )
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN - NOMOR  : 21 TAHUN 2007 v .o
KABUPATEN PACITAN | TANGGAL : 10 - 12 - 2007
KEPALA KANTOR
JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
1 1
SEKSI SEKSI SEKSI
INFORMASI DAN | - | PEMROSESAN DAN EVALUAS| DAN
PENDAFTARAN PENERBITAN PENGENDALIAN

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

H. SUJONO
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STRUKTUR ORGANISASI

({.‘” '

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN |
TAHUN 2007
- 12 - 2007

. KETERTIBAN PENGAWASAN

| 'LAMPIRAN XIV:
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR
KABUPATEN PACITAN TANGGAL :
KEPALA SATUAN
JABATAN FUNGSIONAL
$UB BAGIAN
TATA USAHA
1 1
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBINAAN PEMBINAAN PENYIDIKAN DAN
KETENTRAMAN DAN OPERASIONAL DAN PENINDAKAN

21
10

1‘

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO



